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Abstrak 

Perisitiwa invasi Irak di Kuwait memang berlangsung hanya satu tahun, yaitu tahun 1990-1991 

namun dampak dan kerugian yang diberikan Irak terhadap Kuwait dinilai cukup besar. Begitu 

banyak usaha-usaha yang dilakukan Irak yang pada saat itu dipimpim oleh Saddam Hussein 

terhadap Kuwait. Perebutan teluk atau minyak menjadi pemicu utama perang terjadi. Saddam 

Hussein dilai sebagai salah satu pemimpin yang cukup brutal karena terang-terangan 

melakukan banyak praktik kejahatan perang terhadap Kuwait. Tentu kejahatan perang yang 

telah dilakukan Irak telah menarik perhatikan besar dunia karena bagaimanapun Irak telah 

melanggar Hukum Humaniter Internasional. Tindakan PBB dan ICRC (International Comittee 

of the Red Cross) dalam mmeberikan sanksi atas perbuatan Irak berhasil membuat Irak cukup 
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menderita terkhususnya dalam aspek ekonomi dan kesehatan. Hal ini membuat Irak kesulitan 

membangun Kembali ekonominya karena krisis ekonomi yang cukup lama. Hukum 

internasional yang berlaku dalam pembahasan ini ilah Den Haag maupun Konvensi Jenewa 

1949 serta Customary Rules IHL, Walaupun jika Customary Rules IHL tidak dikodifikasikan 

dalam perjanjian, mungkin tidak kalah pentingnya sebagai panduan untuk bertindak. Penulis 

akan menganalisis kejahatan perang yang dilakukan Irak terhadap Kuwait dalam sudut pandang 

Hukum Humaniter Internasional.  

Kata Kunci: Kejahatan Perang, Irak, Kuwait, Hukum Humaniter Internasional, Den haag, 

Konvensi Jenewa 1949, Customary Rules IHL, PBB, ICRC (International Comittee of the Red 

Cross). 

 

 

 

Pendahuluan 

Invasi adalah bagian dari aksi militer yang dimana angakatan bersenjata suatu 

negara memasuki wilayah negara lain dengan tujuan untuk menguasai wilayah tersebut 

atau kemungkinan besarnya adalah ingin mengubah pemerintah yang berkuasa. Hal ini 

didukung oleh regulasi Den Haag 1707 pasal 42 yang menyatakan bahwa pendudukan 

atau invasi ini sebagai penguasaan efektif atas syuatu wilayah asing oleh Angkatan 

bersenjata musuh.1 Apabila kita analisis sejarah yang berhubungan dengan tindak awal 

invasi, biasanya pasti berujung kepada perang. dalam hal ini bisa disimpulkan bahwa 

invasi bisa menyebabkan perang. Namun, pada beberapa masalah tertenju justru invasi 

bisa menjadi taktik pendekatan untuk menyelesaikan perang. Invasi juga bia mnejadi inti 

dari perang itu sendiri. 

Motif dari invasi begitu beragam. Pada abad ke-19 ditemukan motif invasi dimana 

tampaknya negara-negara kuat dan adidaya mencoba untuk mengatur politik dunia, 

misalnya ingin mengubah rezim atau kebijakan, bahkan pemerintahan negara lain. Tidak 

sedikit kasus invansi dimana penyerang memberi pernyataan bahwa tindakan mereka 

 
1 Marten Zwanenburg, Michael Bothe, and Marco Sassóli, ‘Is the Law of Occupation Applicable to the Invasion 
Phase?’, International Review of the Red Cross, 94.885 (2012), 29 

<https://doi.org/10.1017/S1816383112000537>. 



termasuk ingin ‘melindungi’ wilayah yang mereka invasi.2 Dalam beberapa kasus politik 

modern, negara penyerang sering mengklaim bahwa tindakan mereka atas dasar ‘intervensi’ yang dilakukan untuk kepentingan bersama. Namun, sebenarnya hal ini 
mereka lakukan agar menghindari tuduhan imperialisme.3 

Salah satu bentuk invasi berujung perang paling kontroversial dalam sejarah 

dunia adalah invasi Irak terhadap Kuwait pada tahun 1990-1991. Penyebab umum yang 

mendasari tindak invasi Irak adalah kebutuhan Irak akan uang tunai untuk mendanai 

pembangunan negaranya setelah akhir perang. Setelah Perang Iran-Irak pada September 

1988 Irak dilanda kesulitan ekonomi yang signifikan pada periode pascaperang. Irak 

berutang sekitar $45 miliar dolar ke Arab Saudi, $15 miliar ke Kuwait, dan $10 miliar lagi 

ke bank internasional.4 Pada masa itu, Irak terkenal dengan kualitas angkatan 

bersenjatanya, namun hal ini juga yang menjadi alasan besar mengapa pengeluaran Irak 

banyak terkuras.5 Terpaksa Irak mulai melepaskan puluhan ribu dari sekitar 400.000 

tentaranya, hal ini menimbulkan banyak masalah berkaitan dengan ketenagakerjaan. 

Sejumlah besar tentara yang dilepaskan kesulitan mendapatkan pekerjaan. 

Pengangguran menjadi masalah besar. Lebih jauh lagi, situasi diperparah dengan fakta 

bahwa ada sekitar satu juta pekerja Mesir yang ada di Irak bersaing dengan 

pengangguran Irak, dan sekarang orang Mesir harus diberhentikan kembali ke Mesir, 

menyebabkan gesekan antara kedua komunitas Arab.6 

Alasan lainnya yang menyebabkan Irak kesulitan untuk mengingkatkan 

pendapatan negaranya adalah karena harga jual minyak mentah dunia. Irak berusaha 

menurunkan produksi minyak negara-negara pengekspor minyak, yang sebagian besar 

adalah negara-negara tetangga Teluk. Irak percaya bahwa dengan memberlakukan 

produksi minyak yang rendah, itu akan memungkinkan peningkatan besar dalam tingkat 

produksi minyaknya sendiri dan menciptakan harga yang lebih masuk akal, yang relatif 

rendah sekitar $20 hingga $25 per barel. Namun, negara-negara Teluk yang memiliki 

 
2 Halsal Paul, ‘Internet Modern History Sourcebook: The Truman Doctrine, 1947’, Fordham University, 1997 

<https://sourcebooks.fordham.edu/mod/1947truman.asp>. 
3 Rajamoorthy, ‘Deceit and Duplicity’, Global Policy Forum, 2003 

<https://archive.globalpolicy.org/security/issues/iraq/history/2003/0303deceit.htm>. 
4 Joseph Kostiner, ‘Part Two : The Iraq-Kuwait Conflict’, Conflict and Cooperation in the Gulf Region, August 

1990, 2009, 78–140. 
5 Richard Pyle, ‘Iraq’s Army Was Once World’s 4th-Largest’, Midland Daily News, 2003 

<https://www.ourmidland.com/news/article/Iraq-s-Army-Was-Once-World-s-4th-Largest-7151366.php>. 
6 Kostiner. 



kepentingannya sendiri enggan menurunkan produksi minyaknya sendiri dan tertarik 

untuk menjual minyak sebanyak mungkin dengan harga setinggi mungkin (Kuwait 

diizinkan oleh Organisasi Negara Pengekspor Minyak, OPEC, untuk memproduksi 2,03 

juta barel per hari). Kuwait memiliki kuota 1,5 mbd pada Januari–Juli periode 1990; kuota 

UEA hampir 1,1 mbd. Produksi bulanan Kuwait selama periode tersebut berfluktuasi 

antara 1,8 dan 2,2 mbd. Produksi bulanan UEA pada periode itu sekitar 2 mbd.7Hal 

menimbulkan persaingan yang ketat untuk menjual minyak mentah antar negara 

tetangga teluk yang berujung kepada kesulitannya Iraq untuk enjual minyak mentahnya. 

Berbagai usaha dilakukan Saddam Hussein untuk menggertak negara-negara 

teluk, khususnya Kuwait yang pada saat itu sedang gemparnya menjual minyak mentak 

kepada dunia. Usaha pertama yang dilakukan Hussein adalah menuduh Kuwait 

memompa minyak dari bawah ladang minyak Rumayla, milik Irak. Ladang minyak 

Rumayla berada diperbatasan Irak dan Kuwait yang diyakini sebagai salah satu ladang 

minyak terbesar yang ditemukan di Irak dan ladang minyak terbesar ketiga didunia. 

Tuduhan Irak atas Kuwait dimulai dengan asumsi Irak atas perusahaan minyak di Kuwait 

yang mencuri minyak Irak dengan metode mengambil minyak secara miring. Namun, 

tuduhan tersebut belum dapat dibuktikan bahkan sampai hari ini.8 Cara lain yang 

dilakukan irak adalah jalur militer, praktik ini dimulai pada tangal 19 Juli 1990 yang 

dimana Irak menempatkan pasukan Garde Republican di perbatasan Kuwait. Pada masa 

itu, Garde Republican adalah pasukan elit milik Irak yang ditugaskan secara khusus untuk 

menjaga keutuhan Irak baik itu dari serangan internal maupun eksternal. Hussein 

menyatakan tuntutan terhadap Kuwait atas kasus pencurian minyak di ladang minyak 

Rumayla dan sebagai gantinya Irak akan menarik Kembali pasukan dari wilayah 

perbatasan. Sayangnya, negosiasi ini tidak menemukan resolusi yang jelas antar kedua 

negara.9 Semua usaha ‘aneh’ yang dilakukan Irak untuk mempertahankan negaranya 
ternyata tidak memberikan hasil yang diharapkan Irak. Cukup terlihat bahwa semua 

praktik yang dilakukan Irak dasarnya adalah karena krisis ekonomi yang dihadapi Irak, 

 
7 Gause III F, The Gulf War and the 1990s, The International Relations of the Persian Gulf, 2014 

<https://doi.org/10.1017/cbo9780511818264.005>. 
8 Inspect History, ‘Mengapa Irak Dan Saddam Hussein Menyerang Kuwait? | Perang Teluk (1)’, 2022 
<https://www.youtube.com/watch?v=-lA0sarw_Rg>. 
9 III F. 



oleh sebab itu penulis menganggap bahwa usaha-usaha yang dilakukan Irak seperti yang sudah dijelaskan penulis, sebenarnya hanya praktik ‘ketidakberdayaan’ Irak demi 
menjaga stabilitas ekonomi negaranya. Terlebih lagi, Kuwait sebagai negara tetangga Irak 

sedang menikmati usaha pedagangan minyak mentahnya yang dinilai sedang sangat baik, 

hal ini membentuk security dilemma untuk Irak yang stabilitas ekonominya sedang terancam padahal ia terkenal sebagai ‘aktor utama’ di kawasan.  
Alasan lain invasi Irak ke Kuwait, yang sekali lagi terkait dengan citra 

pembangunan negara para pemimpinnya, menyangkut kepentingan Irak untuk 

mendapatkan subsidi keuangan yang besar, atau setidaknya kompensasi dari negara-

negara Teluk tetangga mereka. Yang pasti, ketika Irak memulai perang melawan Iran, ia 

melakukannya dengan keyakinan bahwa ia dapat menghancurkan tentara Iran yang tidak 

siap dan tidak terlatih, serta rezim muda Revolusi Islam. Irak tidak berkonsultasi dengan 

tetangga Arab mana pun sebelum invasi. Namun, begitu gelombang perang berbalik 

melawan Irak (terutama dari tahun 1982 hingga 1986), ia mengembangkan kebijakan 

untuk mencoba mengakhiri perang dan meminta sebagian besar negara Arab untuk 

mendukung kebijakan ini. Irak kemudian mulai menyamar sebagai penyelamat negara-

negara Arab dari murka Revolusi Iran imperialis. Mereka mengaku sebagai penyangga 

pertama dan terakhir, melindungi dunia Arab dari Iran. 

Selanjutnya, titik puncak invasi Irak akan dijelaskan pada bagian pembahasan. 

Diiikuti dengan berbagai kejahatan perang yang dilakukan oleh Irak dan bagaimana 

respon negara-negara lain serta lembaga internasional terhadap tindak invasi ini. 

Tentunya dalam hal ini, hukum humaniter internasional berlaku, baik Den Haag maupun 

Konvensi Jenewa 1949 serta Customary Rules IHL. Walaupun jika Customary Rules IHL 

tidak dikodifikasikan dalam perjanjian, mungkin tidak kalah pentingnya sebagai panduan 

untuk bertindak. Misalnya, prinsip-prinsip kebiasaan yang berkaitan dengan 

proporsionalitas tindakan militer dan diskriminasi dalam penargetan mungkin tidak 

dimasukkan secara eksplisit ke dalam perjanjian, tetapi pada kenyataannya prinsip-

prinsip tersebut membentuk dasar yang mendasari perjanjian tersebut. Dengan 

teknologi dan praktik militer yang dapat berubah dengan cepat, prinsip-prinsip 

kebiasaan yang mendasarinya mungkin memiliki relevansi yang lebih bertahan lama 

daripada beberapa ketentuan perjanjian yang terperinci. Selain itu, etos tentara, dan 

bahkan masyarakat secara keseluruhan, seringkali lebih berpengaruh daripada 



ketentuan perjanjian formal: budaya militer dan politik suatu negara dan pengalaman 

perang dan dominasi asing membentuk sikap terhadap hal-hal yang dibahas dalam 

hukum perang.  untuk mempertegas bahwa dalam perang pun ada peraturan yang harus 

ditegakkan karena perang berdarah bisa saja terjadi dan perlindungan terhadap nyawa 

manusia tidak diperhatikan. Penjelasan lebih mendalam mengenai pelanggarn yang 

dilakukan Irak dalam praktik invasinya terhadap Kuwait akan dijelaskan secara 

mendalam oleh penulis pada bagian pembahasan. 

Pembahasan 

Invasi Irak dilakukan pada tanggal 2 Agustus 1990, jam 02.00 dini hari waktu 

setempat.10 Seketika Kuwait menjadi fokus perhatian dunia ketika pasukan Irak 

memasuki negara itu. ICRC menanggapi pada hari yang sama dengan menyatakan 

penerapan Konvensi Jenewa dan dengan mengingatkan kedua negara tentang kewajiban 

mereka dalam konflik bersenjata sebagai Negara Pihak Konvensi Jenewa. Sesuai dengan 

mandat yang dipercayakan oleh masyarakat internasional, ICRC meminta otorisasi untuk 

mengambil tindakan guna melindungi dan membantu semua orang yang membutuhkan. 

Tujuan ICRC adalah untuk melaksanakan kegiatan perlindungan dan bantuan atas nama 

warga sipil Kuwait, Warga negara asing di Irak dan Kuwait, tahanan Kuwait, dan warga 

sipil Irak juga ditawari perlindungan dan bantuan. Untuk tujuan ini, ICRC mengirimkan 

note verbale kepada Kementerian Luar Negeri Irak pada tanggal 23 Agustus meminta izin 

untuk melaksanakan mandatnya di Irak dan Kuwait. Lembaga tersebut menawarkan 

layanannya untuk mendapatkan otorisasi untuk mengangkut makanan dan obat-obatan 

ke Kuwait dan Irak meskipun ada embargo, untuk membantu memindahkan warga 

negara asing dari Irak atau Kuwait ke negara lain, dan menyediakan komunikasi antara 

orang asing yang masih berada di Irak atau Kuwait dan keluarga mereka.11 

Invasi Kuwait segera mendapat kecaman internasional, termasuk dalam Resolusi 

660 oleh Dewan Keamanan PBB (DK PBB), yang dengan suara bulat menjatuhkan sanksi 

ekonomi terhadap Irak dalam Resolusi 661. Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher 

dan Presiden Amerika George H. W. Bush mengerahkan pasukan dan peralatan ke Arab 

 
10 The New York Times, ‘The Iraqi Invasion; In Two Arab Capitals, Gunfire and Fear, Victory and Cheers’, The 

New York Times, 1990 <https://www.nytimes.com/1990/08/03/world/the-iraqi-invasion-in-two-arab-capitals-

gunfire-and-fear-victory-and-cheers.html>. 
11 Field Operations, ‘Occupied Territories’, 1990, 78–79. 



Saudi dan secara terbuka mendesak negara lain untuk mengirim pasukan mereka sendiri 

ke tempat kejadian.12 Menanggapi seruan bersama, sejumlah negara bergabung dengan 

koalisi pimpinan Amerika, membentuk aliansi militer terbesar sejak Perang Dunia II. 

Sebagian besar kekuatan militer koalisi berasal dari Amerika Serikat, dengan Arab Saudi, 

Inggris Raya, dan Mesir sebagai kontributor utama terbesar, dalam urutan itu; Arab Saudi 

dan pemerintah Kuwait di pengasingan membayar sekitar US$32 miliar dari biaya US$60 

miliar untuk memobilisasi koalisi melawan Irak.13 

Terdapat beberapa tindakan Irak yang melanggar hukum humaniter internasional 

dan hukum adat humaniter internasional, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Penggunaan Senjata Kimia (chemical weapons) 

Meskipun upaya untuk memperoleh senjata kimia sudah ada sejak awal 1960-

an (sebelum rezim Hussein), Irak tidak memiliki persediaan saat pecahnya perang 

dengan Iran pada 1980. Namun seiring berjalannya waktu, mereka mulai 

mengembangkan program penelitian intensif untuk memproduksi dan 

menyimpan senjata kimia dan menggunakan medan perang untuk menguji dan 

menyempurnakan kecakapan perang kimia mereka. Jadi, saat perang berlanjut, 

program perang kimia Irak berkembang pesat. Secara massive dan terang-

terangan Iraq melakukan praktik ini pada tahun 1990. Tak lama setelah 

pertempuran antara Irak dan Pasukan Koalisi dalam Perang Teluk mencapai 

gencatan senjata pada Februari 1991, laporan beredar bahwa Saddam Hussein 

menggunakan bahan kimia untuk melawan Kurdi dan Muslim Syiah, di dekat 

pasukan PBB.14 

Praktik ini jelas-jelas telah melanggar hukum humaniter internasional, 

khususnya pada Rule 74, Customary Rules IHL, yang berisi “The use of chemical 

weapons is prohibited”.  Penggunaan senjata kimia dilarang dalam konflik 

bersenjata internasional dalam serangkaian perjanjian, termasuk Deklarasi Den 

Haag tentang Asphyxiating Gases, Protokol Gas Jenewa, Konvensi Senjata Kimia, 

dan Statuta Pengadilan Pidana Internasional. Saat ini, hanya 13 Negara yang tidak 

 
12 Margaret Thatcher Foundation, ‘George Bush (Sr) Library’, Margaret Thatcher Foundation 

<https://www.margaretthatcher.org/archive/us-bush>. 
13 Peters, John E; Deshong, and Howard, ‘Out of Area or Out of Reach? European Military Support for 
Operations in Southwest Asia’, 1995. 
14 United Nations UNMOVIC, ‘Annex Overview of the Chemical Munitions Recently Found in Iraq’, United 

Nations UNMOVIC, 2006, 6–8. 



menjadi pihak baik Protokol Gas Jenewa maupun Konvensi Senjata Kimia. Dari 

jumlah tersebut, setidaknya tiga orang telah membuat pernyataan yang 

menyatakan bahwa penggunaan senjata kimia adalah melanggar hukum, atau 

telah mengindikasikan bahwa mereka tidak memiliki atau menggunakannya atau 

bahwa mereka berkomitmen untuk memusnahkannya. Larangan itu juga tertuang 

dalam sejumlah instrumen lainnya.15 

 

2. Iraq Scud Missiles  

Dalam kurun waktu perang teluk ini, pasukan Irak menembakkan sekitar 42 

rudal Scud ke Israel dari 17 Januari hingga 23 Februari 1991. Tujuan strategis dan 

politik kampanye Irak adalah untuk memprovokasi respons militer Israel dan 

berpotensi membahayakan koalisi pimpinan Amerika Serikat. terhadap Irak, yang 

mendapat dukungan penuh dan/atau kontribusi ekstensif dari mayoritas besar 

negara-negara di dunia Muslim dan akan menderita kerugian diplomatik dan 

material yang sangat besar jika negara-negara mayoritas Muslim mencabut 

dukungan mereka karena situasi politik Israel yang sedang berlangsung– konflik 

Palestina. Meskipun menimbulkan korban pada warga sipil Israel dan merusak 

infrastruktur Israel, Irak gagal memprovokasi pembalasan Israel karena tekanan 

yang diberikan oleh Amerika Serikat pada yang terakhir untuk tidak menanggapi 

"provokasi Irak" dan menghindari eskalasi bilateral. Rudal Irak sebagian besar 

ditujukan ke kota-kota Israel Tel Aviv dan Haifa. Meskipun banyak rudal yang 

ditembakkan, sejumlah faktor berkontribusi pada minimalisasi korban di Israel.16 

Dalam praktik ini peraturan yang paling cocok adalah Rules 15, Customary 

Rules IHL tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Serangan. Dalam melakukan 

operasi militer, perhatian terus-menerus harus diberikan untuk menyelamatkan 

penduduk sipil, warga sipil dan objek sipil. Semua tindakan pencegahan yang 

layak harus diambil untuk menghindari, dan dalam hal apa pun untuk 

meminimalkan, hilangnya nyawa warga sipil secara tidak sengaja, luka-luka 

warga sipil dan kerusakan objek sipil. Prinsip kehati-hatian dalam penyerangan 

pertama kali diatur dalam Pasal 2(3) Konvensi Den Haag (IX) tahun 1907, yang 

 
15 IHL Database, Rule 74. Chemical Weapons <https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/v1/rule74>. 
16 Martin Walker and David Fairhall, ‘Iraqi Missiles Strike Israel’, The Guardian, 1991 

<https://www.theguardian.com/world/1991/jan/18/iraq.davidfairhall>. 



menyatakan bahwa jika karena alasan militer tindakan segera terhadap sasaran 

angkatan laut atau militer yang terletak di dalam kota atau pelabuhan yang tidak 

dipertahankan diperlukan, dan musuh tidak boleh menunda, komandan angkatan 

laut "harus mengambil semua tindakan yang semestinya agar kota itu dapat 

menderita kerusakan sesedikit mungkin". Sekarang lebih jelas dikodifikasikan 

dalam Pasal 57(1) dari Protokol Tambahan I, dimana tidak ada reservasi yang 

dibuat.17 

Dalam hal ini, Iraq telah melanggar prinsip Principle of Precautions in Attack 

(Prinsip Kehati-hatian dalam Serangan). Dalam praktik yang Iraq lakukan dilihat 

dari manapun, serangan tersebut dilakukan secara sengaja sehingga 

menimbulkan kehilangan nyawa dan kerusakan bangunan. Dua warga sipil Israel 

tewas sebagai akibat langsung dari serangan rudal. Antara 11 dan 74 tewas karena 

penggunaan masker gas yang salah, serangan jantung, dan penggunaan obat anti-

kimia atropin yang salah.18 Sebanyak 4.100 bangunan rusak dan sedikitnya 28 

bangunan tersebut hancur. Daerah yang mengalami kerusakan paling parah 

adalah kota Ramat Gan.19 

 

3. Rezim ‘Human Shield’ (perisai manusia) oleh Saddam Hussein Rezim ini merupakan ‘kartu As’ Iraq untuk membuat negara koalisi merasa 

terancam. Dalam beberapa jam setelah dimulainya invasi Bagdad, tentara Irak 

mulai menyandera waga negara asing (Barat)dan non-kombatan lainnya yang 

mereka temui saat militer Irak bergerak menuju Kota Kuwait. Tidak hanya sampai 

disitu, Irak secara aktif melanjutkan penangkapan mereka, bahkan mengeluarkan 

warga Inggris dari jet British Airways yang mendarat di persinggahan di Kuwait 

tepat saat invasi dimulai. Pada akhir Oktober, orang Irak telah menangkap 

setidaknya 104 orang Amerika dan lebih dari 700 orang Inggris, Eropa, Australia, 

Jepang, dan Kuwait dan memindahkan mereka ke setidaknya 30 dan mungkin 

sebanyak 70 lokasi strategis di Irak dan Kuwait sebagai perlindungan terhadap 

 
17 IHL Database, Rule 15. Principle of Precautions in Attack <https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-

ihl/v1/rule15>. 
18 Herb Keinon, ‘The Day Israel’s Wars Changed Forever’, The Jerusalem Post, 2021 

<https://www.jpost.com/middle-east/the-day-israels-wars-changed-forever-655785>. 
19 George N Lewis, Steve Fetter, and Lisbeth Gronlund, ‘Casualties and Damage From Scud Attacks in the 1991 
Gulf War’, March, 1993. 



kemungkinan aksi militer internasional. Situs tersebut termasuk bendungan, 

kilang, pabrik baja, fasilitas produksi industri berat lainnya, situs pertanian, dan 

fasilitas senjata yang dicurigai. Beberapa warga sipil Amerika dan Inggris yang 

digunakan sebagai perisai manusia menyatakan bahwa orang Irak menempatkan 

kelompok yang terdiri dari delapan hingga sepuluh orang asing di setiap lokasi, 

mengubah komposisi kelompok dan memindahkan mereka ke fasilitas yang 

berbeda setiap tiga atau empat hari. Meskipun mereka mengatakan bahwa 

mereka diperlakukan dengan cukup baik karena mereka disebut sebagai "tamu 

istimewa" Saddam, mereka mengalami tekanan psikologis yang parah; sebagian 

besar tidak memiliki akses ke berita, beberapa tidak diberi informasi tentang 

anggota keluarga yang ditangkap, dan orang Irak tidak pernah memberi tahu 

mereka apa yang akan mereka lakukan dengan mereka. Meskipun para pria 

diizinkan menghubungi kedutaan mereka dan berkorespondensi dengan keluarga 

mereka, mereka berulang kali dikembalikan ke tempat-tempat strategis. 

Praktik Saddam dalam menggunakan rezim Human Shield secara jelas 

melanggar hukum humaniter internasional. Pemerintah Irak dikritik karena 

mendorong dan memfasilitasi tindakan perisai manusia, karena ini merupakan 

pelanggaran hukum internasional dan Protokol I, pasal 20 Konvensi 

Jenewa.20Konvensi Jenewa tentang Penggunaan Perisai Manusia tahun 1949 

melarang penyanderaan dan melarang penggunaan perisai manusia melalui 

klausul yang melarang suatu pihak merugikan pihak yang berada dalam kendalinya “yang tidak secara aktif ikut serta dalam permusuhan”. Pasal 3 
konvensi melarang penyanderaan dalam konflik internal, sedangkan Konvensi 

Keempat melarang penyanderaan warga sipil selama masa perang. Konvensi 

tersebut juga menetapkan bahwa baik tawanan perang maupun warga sipil tidak boleh “digunakan untuk membuat titik atau area tertentu kebal dari operasi militer.” Irak tidak menandatangani dua protokol tambahan tahun 1977, yang 
membahas konflik internal dan juga melarang penyanderaan.21 Bagaimanapun 

 
20 Human Rights Watch, ‘International Humanitarian Law Issues In A Potential War In Iraq’, Human Rights 

Watch, p. 2003 <https://www.hrw.org/legacy/backgrounder/arms/iraq0202003.htm>. 
21 CIA, ‘Putting Noncombatants at Risk: Saddam’s Use of “Human Shields”’, January, 2003 
<https://www.cia.gov/library/reports/general-reports-1/iraq_human_shields/iraq_human_shields.pdf>. 



praktik human shield tidak bisa dibenarkan karena hal ini mengancam nyawa 

manusia. 

Selain mengambil sisi hukum humaniter internasional, kita juga bisa melihat dari 

sisi PBB yang ternyata juga ikut memberikan sanksi atas praktik Iraq. Sebagai lembaga 

internasional yang tugas utamanya menjaga perdamaian dunia, adalah hal yang baik bagi 

PBB untuk memberikan sanksi kepada Iraq. Hal ini dikarenakan praktik Iraq telah 

mengancam banyak hal, khususnya keamanan manusia (human security) pada rezim 

yang Saddam lakukan, yaitu Human Shield Regime. Salah satu divisi dalam PBB, yaitu UN 

Security Council. Badan ini bergerak pada konflik yang mengancam perdamaian dan 

keamanan internasional. Mandat utamanya adalah menyingkirkan konflik itu sendiri.  

Pada Agustus 1990, resolusi Dewan Keamanan 661 menetapkan sanksi 

komprehensif terhadap Irak, termasuk embargo senjata terbuka dan embargo ekonomi. 

Ini disahkan sebagai reaksi atas pendudukan Kuwait yang terus berlanjut oleh Irak, 

setelah invasi beberapa hari sebelumnya. Resolusi 661 memutuskan bahwa negara harus 

melarang 'penjualan atau pasokan oleh warga negara mereka atau dari wilayah mereka 

atau menggunakan kapal bendera mereka dari setiap komoditas atau produk, termasuk 

senjata atau peralatan militer lainnya, baik yang berasal dari wilayah mereka maupun 

tidak'.22 Kemudian Pada April 1991, menyusul kekalahan Irak dalam Perang Teluk, 

Resolusi 687 mencabut larangan bahan makanan, namun sanksi tetap berlaku dengan 

revisi, termasuk kaitannya dengan penghapusan senjata pemusnah massal.23  

Diketahui bahwa sanksi yang diberikan UNSC (United Nation Security Council) 

memberikan dampak yang sangat serius bagi Irak, yaitu tingginya tingkat malnutrisi, 

kurangnya pasokan medis, dan penyakit akibat kurangnya air bersih dilaporkan selama 

sanksi. Pada tahun 2001, ketua komite ilmiah Asosiasi Medis Irak mengirimkan 

permohonan kepada BMJ untuk membantunya meningkatkan kesadaran akan dampak 

buruk sanksi terhadap sistem perawatan kesehatan Irak.24 Kerusakan dari segi agrikultur 

juga sangat dirasakan Irak pada saat itu. Masalah Kesehatan serta kelangkaan makanan 

merupakan masalah yang sangat serius pasca konflik ini selesai. Kediktatoran Saddam 

 
22 UNSC, RESOLUTION 661 (1990), 1990 

<https://web.archive.org/web/20000818054602/https://fas.org/news/un/iraq/sres/sres0661.htm>. 
23 UNSC, UN Security Council Resolution 687, 1990 <http://www.mideastweb.org/687.htm>. 
24 Adnan Al-Araji, ‘Iraqi Doctors Appeal for Help from Doctors in Other Countries’, National Library of Medicine, 

2001 <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1120689/>. 



Hussein dalam pemerintahan Irak dinilai sangat buruk. Dampak yang dirasakan oleh 

masyarakat sipil juga terjadi karena praktik yang yang dilakukan oleh Rezim Saddam. 

Tidak heran masyarakat sipil menginginkan kemunduran Saddam, Ia telah membuat Iraq 

dan rakyat menderita. 

Kesimpulan 

Praktik Irak awalnya disebabkan karena stabilitas ekonominya yang sangat 

terancam. Berbagai usaha dilakukan Saddam Hussein untuk menggertak negara-negara 

teluk, khususnya Kuwait yang pada saat itu sedang gemparnya menjual minyak mentak 

kepada dunia. Semua usaha ‘aneh’ yang dilakukan Irak untuk mempertahankan 
negaranya ternyata tidak memberikan hasil yang diharapkan Irak. Cukup terlihat bahwa 

semua praktik yang dilakukan Irak dasarnya adalah karena krisis ekonomi yang dihadapi 

Irak, oleh sebab itu penulis menganggap bahwa usaha-usaha yang dilakukan Irak seperti yang sudah dijelaskan penulis, sebenarnya hanya praktik ‘ketidakberdayaan’ Irak demi 
menjaga stabilitas ekonomi negaranya. Terlebih lagi, Kuwait sebagai negara tetangga Irak 

sedang menikmati usaha pedagangan minyak mentahnya yang dinilai sedang sangat baik, 

hal ini membentuk security dilemma untuk Irak yang stabilitas ekonominya sedang terancam padahal ia terkenal sebagai ‘aktor utama’ di kawasan. 
Terdapat beberapa praktik yang dilakukan Iraq diilai telang melanggar hukum 

humaniter internasional, beberapa diantaranya ialah Penggunaan senjata kimia 

(chemical weapons), Iraq Scud Missiles, dan Rezim ‘Human Shield’ (perisai manusia) oleh 

Saddam Hussein. Ketiga praktik ini dinalai sebagai kejahatan perang dimata hukum 

humaniter internasional, PBB dan negara-negara di dunia. Praktik Iraq telah memberikan 

kerugian besar bagi kombatan, non-kombatan (masyarakat sipil), bahkan bangunan-

bangunan yang dilindungi. Menilai bahwa Iraq sudah dilewat batas moral perang, PBB 

dalam hal ini UNSC (United Nation Security Council) memberikan beberapa embargo 

kepada Iraq yang ternyata pada akhirnya berdampak cukup parah kepada Iraq baik 

dibidang ekonomi, agrikultur, dan kesehatan.  
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